
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Dp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Dompu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat  dan  tanggal  lahir  Dompu,  07  Juli  1971,  agama

Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat  permohonannya  tanggal  15  Juli  2024

telah  mengajukan  permohonan  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Dompu dengan register perkara Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Dp tanggal

15  Juli  2024  dengan  alasan/dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  adalah  sebagai

berikut:.

1.  Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014

karena  sakit  sesuai  surat  kematian  yang  keluarkan  oleh  kantor

kelurahan Potu sesuai nomor : 472/47/Kel.Potu/V/2024;  

2.  Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan calon

suaminya selama 1 tahun dan pernikahan mereka sangat  mendesak

untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah

melakukan  hubungan  badan  dan  calon  istri  anak  pemohon  dalam

keadaan hamil 1 bulan;  
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3.  Bahwa syarat-syarat  untuk melaksanakan pernikahan tersebut,

baik  menurut  ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-

undangan  yang  berlaku telah  terpenuhi  kecuali  anak Pemohon yang

belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;  

4.  Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak

Pemohon  dengan  calon  suaminya  pada  Kantor  Urusan  Agama

xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx,  akan  tetapi  pihak  KUA tersebut

menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon

belum cukup  umur,  sebagaimana  disebutkan  dalam surat  Penolakan

Nomor: B-278/kua.18.05.01/pw.01/07/2024 Tanggal 11 Juli 2024;  

5.  Bahwa  Pemohon  bersedia  untuk  mendidik,  membina  dan

membantu anak   Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan

calon suaminya,  baik  secara  moril  maupun materiil  hingga keduanya

mandiri;  

6.  Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang

timbul dari perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa

perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

PRIMER:

1.  Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2.  Menetapkan  memberi  Dispensasi  Kawin  bagi  anak  Pemohon

yang bernama  Jumkhaeriah Jumiatun Islamiah binti  Arsyad untuk

menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizki bin Safrudin; 

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis  Hakim yang memeriksa perkara ini  berpendapat  lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
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sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  Nomor  182/Pdt.P/2024/PA.Dp  tanggal 18  Juli  2024  dan  ....  yang

dibacakan di  persidangan,  Pemohon telah dipanggil  secara resmi  dan patut

untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat  dalam  berita  acara  persidangan  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Pemohon,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

sah.  Oleh  karenanya,  berdasarkan  Pasal  148  R.Bg,  maka  permohonan

Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  7

Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1.  Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;  

2.  Membebankan  kepada  Para  Pemohon  untuk  membayar biaya

perkara  sejumlah  Rp.295.000,-  (dua  ratus  sembilan  puluh  lima  ribu

rupiah);  
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Demikianlah  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024

M.,  bertepatan  dengan  tanggal  2  Safar  1446  H.,  oleh  Nova  Choiruddin

Mahardika,  S.H.I.,  M.S.I.  sebagai  ketua  majelis,  ...  dan  ...  masing-masing

sebagai  hakim  anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Suhadah,  S.H.  sebagai  panitera

pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suhadah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Pendaftaran : 30.000
b. Panggilan pertama para Pihak : 10.000
c. Redaksi : 10.000

2. Biaya Proses : 75.000
3. Biaya Panggilan : 160.000
4. Meterai : 10.000

Jumlah : 295.000
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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